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ABSTRAK

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu upaya manusia dalam memperoleh
hasil alam untuk kemudian didayagunakan menjadi berbagai barang untuk
menyokong kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penguasaan bumi dan kekayaannya pada
negara. Pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu bentuk
kegiatan pertambangan, kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Untuk melakukan kegiatan
pertambangan diperlukan adanya suatu izin yang disebut Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin ini diberikan dalam 2 bentuk izin yaitu IUP Eksplorasi
kemudian IUP Operasi Produksi. Sumatera Barat yang memiliki corak khas
tersendiri yang dikenal akan adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang
disebut Nagari, yang memiliki kekayaan salah satunya adalah ulayat nagari. Di
Kecamatan Duo Koto sendiri terdapat dua Nagari yaitu Nagari Cubadak dan
Simpang tonang. Pada Perizinannya penerima IUP awalnya diberikan izin atas
Nagari Cubadak yang kemudian diperbaiki menjadi Nagari Cubadak dan Simpang
Tonang. Penamaan izin ini menjadi awal mula terjadi penolakan aktivitas tambang
oleh Masyarakat nagari Simpang Tonang. Pada Penilitian dengan metode juridis
empiris penulis menemukan permasalahan terkait izin bermula dengan keluarnya
izin lingkungan berupa AMDAL oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman yang
memberikan izin lingkungan yang hanya menyebutkan Nagari Cubadak, ini
dikarenakan ketidaksamaan sumber daya antara pemerintah Kabupaten Pasaman
dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Izin yang kemudian diperbaiki dan
diikuti perubahan IUP Operasi Produksi. Atas kendala yang telah dialami
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten diharapkan kedepannya
terwujud peningkatan sinergitas antara keduanya, agar di masa yang akan datang
dapat dihindari terjadinya berbagai kendala dan dengan status tanah sebagai tanah
ulayat diharapkan baik pemerintah maupun investor lebih meningkatkan perhatian
atas hak-hak masyarakat hukum adat.
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